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Kepsek SDN 2 Baadia-
Baubau Nursida Kembang-
kan Gerakan TANGGUH,
Adaptasi 7 Kebiasaan Anak
Indonesia Hebat

Kepala SDN 2 Baadia, Kota Baubau, Nursida,

S.Pd., M.Pd
Laporan: Ardi but dirancang selama
Nursida menjalankan
BAUBAU, = BP-  tygas sebagai kepala
Kepala SDN 2 Baa-  gekolah selama 3.9 ta-
dia, ~Kota Baubau, hyn di SDN 2 Baadia.

Nursida, S.Pd., M.Pd.,
mengembangkan Ger-
akan TANGGUH se-
bagai inovasi kepemi-
mpinan pembelajaran
untuk mengubah tujuh
kebiasaan Anak In-
donesia Hebat menja-
di budaya yang lebih
mudah diterapkan dan
diukur di lingkungan
sekolah.

Gerakan terse-

TANGGUH merupa-
kan akronim dari Tert-
ib Bangun Pagi, Awali
Waktu untuk Ibadah,
Giat Sehat Berolahra-
ga, Gizi Seimbang dan
Makan Sehat, Gemar
Membaca dan Belajar,
Ulet Bermasyarakat
dan Berempati, serta
Rehat dan Tidur Lebih

Lanjut ke Hal: 7

> Buton Selatan, Baubau, dan Buton 3
Bangun Sinergi Pangan untuk
Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inﬂa5|

Pemerintah Kota Baubau,
Kabupaten Buton, dan
Kabupaten Buton Selatan

kerja sama untuk menjaga
stabilitas harga pangan dan
mengendalikan inflasi.

FOKUS PADA

TIGA DAERAH
SATU KOMITMEN

menandatangani kesepakatan

KOMODITAS HORTIKULTURA

Berdasarkan pemetaan kelebihan
dan kekurangan pasokan di Baubau,
Buton, dan Buton Selatan, dengan
melibatkan BUMD, koperasi,
pelaku usaha melalui PKS teknis.
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hortikultura.
N

Memperkuat mekanisme
distribusi lintas wilayah,
memperluas pasokan,

dan menjaga keterjangkauan
harga, terutama komoditas

PERLANCAR

PASOKAN & DISTRIBUSI

(\ Q&

Pemantauan harga bersama
Tukar data stok dan harga

Perluas distribusi komoditas
potensial inflasi

Perkuat komunikasi
ke masyarakat

LANGKAH NYATA
YANG DISEPAKATI

»

BERLAKU 2 TAHUN
DAN DIEVALUASI

Kesepakatan berlaku selama
dua tahun sejak penandatanganan,
dievaluasi setiap tahun. Pembiayaan
bersumber dari APBD masing-masing
daerah dan sumber lain yang sah.

dan

O

Kerja sama ini menjadi bagian
dari upaya menjaga stabilitas
ekonomi dan meredam tekanan
harga pangan, sejalan dengan
pengalaman krisis dan Ionjakan
harga global

UNTUK DAYA BEL| WARGA
DAN STABILITAS EKONOMI

ee

kesejahteraan masyarakat.”

— Yusran Fahim
Wali Kota Baubau

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Perkuat
Sinergi Lintas Sektor Tangani RTLH dan Kawasan Kumuh
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Laporan: Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah mempercepat pen-
anganan rumah tidak
layak huni (RTLH)
dan kawasan kumuh
dengan  membenahi
basis data permukiman
serta memperkuat ke-

Lanjut ke Hal: 7

HUT ke-81 TNI, Dandlm 1413/Buton Tekankan Lima Pilar
Budaya Kerja PRIMA

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-
Profesionalisme  dan
kesiapan prajurit men-
jadi pesan utama da-
lam peringatan HUT
ke-81 Tentara Nasi-
onal Indonesia (TNI)
di wilayah Komando
Distrik Militer (Ko-
dim) 1413/Buton,
Senin (5/10/2026).
Pesan tersebut disam-
paikan Dandim 1413/
Buton Letkol Inf Yoni,
S.Hub., Int. saat mem-
bacakan amanat ter-
tulis Panglima TNI
dalam upacara yang
mengusung tema “TNI
Kuat Bersama Rakyat,
Indonesia Berdaulat,

Adil, dan Makmur.”
Panglima TNI da-
lam amanatnya me-
nekankan lima pilar
budaya kerja PRIMA,

yakni Profesional,
Responsif, Integratif,
Modern, dan Adaptif.

Kelima prinsip terse-
but dinilai penting un-
tuk menjadi pedoman
prajurit dalam meng-
hadapi ketidakpastian
global, perkembangan
ruang informasi dan
kognitif, serta berb-

agai bentuk ancaman
terhadap  kedaulatan
negara.

“Semakin kuat TNI
dan semakin mod-
ern  kemampuannya,

Lanjut ke Hal: 7

“Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan tertulis,
tetapi langkah nyata untuk menjaga
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Kantor Pertanahan Buton Selatan Ikuti
Rapat Validasi Blanko Sertipikat Analog,
ATR/BPN Sultra Perkuat Tertib Adninistras

AL
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BUTON SELATAN

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP- Kantor Per-
tanahan  Kabupaten
Buton Selatan mengi-
kuti Rapat Validasi
Data Opname Fisik
Persediaan Blan-
ko Sertipikat Analog
yang diselenggarakan
Kantor Wilayah Ke-
menterian Agraria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)  Provin-
si Sulawesi Tenggara
melalui Zoom Meet-
ing. Kegiatan tersebut
menjadi bagian dari
penguatan tertib ad-
ministrasi persediaan
blanko sertipikat pada
jajaran Kantor Per-
tanahan di Sulawesi

Tenggara.

Rapat diikuti Kepa-
la Subbagian Tata Us-
aha Kantor Pertanah-
an Kabupaten Buton
Selatan beserta staf.
Forum tersebut juga
melibatkan  seluruh
Kepala Subbagian Tata
Usaha Kantor Pertana-
han Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Tenggara
sehingga proses vali-
dasi dapat dilakukan
secara  terkoordinasi
antarsatuan kerja.

Validasi dilakukan
terhadap data opname
fisik persediaan blan-
ko sertipikat analog.
Pencocokan  antara
data administrasi dan
kondisi persediaan se-
cara fisik diperlukan
untuk memastikan

Laporan: ARDI,
Baubau
Post-Durasi Times

BUTON SELATAN,
BP - Pemerintah Kota
Baubau,  Kabupaten
Buton, dan Kabupaten
Buton Selatan men-
vatukan langkah un-
tuk menjaga stabilitas
harga pangan melalui
kerja sama antardaer-
ah. Kesepakatan yang
ditandatangani Senin
(5/10/2026) itu diar-
ahkan untuk memper-
lancar pasokan, mem-
perluas distribusi, dan
menjaga  keterjang-
kauan harga komodi-
tas pangan, terutama
hortikultura.

Kerja sama terse-
but ditandatangani
Wali Kota Baubau
Yusran Fahim, Bupati
Buton Alvin Akawi-
jaya Putra, dan Bupati
Buton Selatan Mu-
hammad Adios. Ke-
tiga pemerintah daer-
ah melihat perlunya
mekanisme distribusi
lintas wilayah karena
terdapat daerah yang
mengalami kelebihan
pasokan  komoditas
tertentu, sementara
wilayah lain mengha-
dapi kekurangan.

Lanjut ke Hal: 7

setiap blanko tercatat
secara akurat serta
mendukung  pengen-
dalian  administrasi
pertanahan. ““Validasi
data persediaan men-
jadi bagian penting
dalam menjaga ketert-
iban administrasi,” de-
mikian substansi yang
ditekankan dalam ke-
giatan tersebut.

Rapat dipimp-
in langsung Kepala
Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Ke-
menterian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi
Tenggara.  Kepemi-
mpinan forum terse-
but sekaligus menjadi
sarana koordinasi bagi
jajaran tata usaha Kan-

Lanjut ke Hal: 7
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APBD-P 2026 Disepakati, Pemkab Buton Gibran Tanggapi Putusan MK soal Ijazah,
Tegaskan Pernah Kuliah hingga S1

Fokus Optimalkan Pembangunan
Daerah
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Laporan: La Harman

BUTON, BP-Pe-
merintah Kabupat-
en Buton mendapat
ruang fiskal un-
tuk menyesuaikan
pelaksanaan  pro-
gram  pembangu-
nan setelah DPRD
Kabupaten Buton
menyetujui  Ran-
cangan Peraturan
Daerah tentang Pe-
rubahan Anggaran
Pendapatan ~ dan
Belanja Daerah
(APBD-P) Tahun
Anggaran 2026 da-
lam rapat paripurna
di Kantor DPRD
Kabupaten Buton,
Pasarwajo, Rabu
malam, 30 Septem-
ber 2026.

Persetujuan
tersebut  menjadi
tahapan  penting
dalam pengelolaan
keuangan  daerah
karena memungk-
inkan pemerintah
menyesuaikan pro-
gram dan kegiatan
dengan perkemban-
gan kebutuhan ser-
ta prioritas pemba-
ngunan sepanjang
tahun anggaran
berjalan.  Setelah
kesepakatan dica-
pai, pelaksanaan
anggaran  diarah-
kan tetap memper-
hatikan efektivitas,
akuntabilitas, dan
kepentingan mas-
yarakat.

Bupati  Buton
Alvin  Akawijaya
Putra, S.H., men-
gatakan keberhas-
illan APBD tidak

hanya ditentukan
oleh proses pen-
etapan  anggaran,

tetapi juga oleh ke-

mampuan seluruh
pemangku kepent-
ingan  mengawal
pelaksanaannya.
Karena itu, pe-
merintah  daerah
menilai  koordina-
si dengan DPRD,
Forum Koordinasi
Pimpinan  Daer-
ah (Forkopimda),
dunia usaha, dan
masyarakat perlu
terus diperkuat.

“Dengan ditetap-
kannya  Perubah-
an APBD Tahun
Anggaran 2026
ini, saya berharap
sinergi antara Pe-
merintah  Daerah,
DPRD, Forkopim-
da, dunia usaha,
masyarakat,  dan
seluruh pemangku
kepentingan dapat
terus  diperkuat,”
ujar Alvin dalam
pidatonya.

Menurut Alvin,
kolaborasi diperlu-
kan agar kebijakan
fiskal yang telah
disepakati  tidak
berhenti  sebagai
dokumen admin-
istrasi  pemerin-
tahan.  Anggaran
harus diterjemah-
kan ke dalam pro-
gram dan kegiatan
yang memberikan
manfaat nyata bagi
masyarakat Kabu-
paten Buton.

Dari sisi tata
kelola, pembaha-
san APBD Peruba-
han juga menjadi
bagian dari me-
kanisme  penga-
wasan dan penye-
suaian  kebijakan
pemerintah daerah
bersama lembaga
legislatif.  Proses
tersebut sekaligus

menjadi instrumen
untuk memastikan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan tetap
berjalan sesuai ke-
butuhan daerah.

Bupati berharap
seluruh  tahapan
pembahasan yang
telah dilalui dapat
memperkuat kual-
itas tata kelola pe-
merintahan  seka-
ligus mendorong
pembangunan
yang lebih efektif.
Pemerintah  Ka-
bupaten Buton se-
lanjutnya dituntut
mengoptimalkan
anggaran yang telah
disepakati dengan
mempertimbang-
kan skala prioritas
dan  kepentingan
publik.

“Semoga seluruh
proses yang telah
kita lalui menjadi
bagian dari ikh-
tiar bersama untuk
mewujudkan tata
kelola  pemerin-
tahan yang baik,
pembangunan yang
berkualitas, serta
kesejahteraan mas-
yarakat Kabupaten
Buton,” kata Alvin.

Secara historis,
perubahan APBD
merupakan bagian
dari  mekanisme
pengelolaan keuan-
gan daerah yang
berkembang  sei-
ring penguatan
desentralisasi  di
Indonesia. Setelah
era reformasi, pen-
gelolaan  keuan-
gan daerah sema-
kin menempatkan
APBD sebagai
instrumen  utama
untuk menerjemah-

kan prioritas pe-
merintahan daerah
ke dalam program
pelayanan  publik
dan pembangunan.

Dalam perkem-
bangan tata kelo-
la pemerintahan
modern, anggaran
publik juga tidak
lagi semata-mata
dipandang sebagai
daftar penerimaan
dan belanja. Di
berbagai negara,
termasuk  Indo-
nesia,  efektivi-
tas anggaran se-
makin dikaitkan
dengan transpar-
ansi, akuntabili-
tas, kualitas pe-
layanan  publik,
serta dampak nya-
ta terhadap mas-
yarakat. Karena
itu, perubahan an-
ggaran perlu dii-
kuti pengawasan
terhadap pelaksa-
naannya.

Dengan disetu-
juinya APBD-P
2026, Pemerintah
Kabupaten  Bu-
ton kini memiliki
tanggung jawab
untuk  memasti-
kan program dan
kegiatan yang
telah  ditetapkan
dapat berjalan se-
cara optimal hing-
ga akhir tahun
anggaran. Pemer-
intah dan DPRD
diharapkan mem-
pertahankan sin-
ergi agar penye-
suaian anggaran
tersebut benar-be-
nar mendukung
pembangunan dan
peningkatan kes-
ejahteraan  mas-
yarakat.(*)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada bukti ijazah kelulusan pen-
didikan setara SMA, menurut penelusuran MK.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-
Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka

memilih melanjutkan
aktivitas pemerintah-
an setelah Mahka-
mah Konstitusi (MK)
menolak  permohon-
an pihak-pihak yang
meminta dirinya di-
diskualifikasi sebagai
Wakil Presiden. Gi-
bran juga menanggapi
sorotan MK mengenai
tidak  ditemukannya
dokumen yang menun-
jukkan ijazah pendi-
dikan menengahnya di
luar negeri yang setara
dengan SMA.

Gibran menyam-
paikan sikap tersebut
kepada wartawan di
Jakarta, Rabu (7/10),
sehari setelah MK
membacakan putusan
perkara Nomor 01/
PHPU.PRES-XX-
IV/2026 tentang Perse-
listhan Hasil Pemili-
han Umum (PHPU)
Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024.
Ia mengatakan pros-
es yang berlangsung
di lembaga peradilan
konstitusi harus dihor-
mati.

“Kita hormati
seluruh tahapan-taha-
pan dan proses-pros-
es yang ada di MK.
Yang paling penting
sekarang, saya akan
terus fokus bekerja
untuk masyarakat dan
menyukseskan vi-
si-misi dan program
dari  Bapak Presi-
den selaku pimpinan
kami,” kata Gibran.

Ketika ditanya
mengenai pertimban-
gan MK yang menye-
but tidak menemukan
dokumen yang menun-
jukkan dirinya memili-
ki ijjazah sebagai bukti
telah menamatkan
pendidikan di luar neg-
eri yang setara dengan
SMA atau sederajat,
Gibran menjawab den-
gan merujuk pada jen-
jang pendidikan yang
telah ditempuhnya.

“Kalau saya nggak
lulus SMA, kan saya
nggak mungkin bisa
kuliah. Saya kan kuli-

ah sampai SI juga di
Singapura,” ujarnya.

Dalam putusan
tersebut, MK menya-
takan para pemohon ti-
dak memiliki kedudu-
kan hukum atau legal
standing. Atas dasar
itu, MK tidak ber-
wenang  mengabul-
kan permintaan un-
tuk mendiskualifikasi
Gibran Rakabuming
Raka sebagai Wakil
Presiden Republik In-
donesia.

Perkara itu diajukan
sejumlah pihak, yak-
ni Komite Indepen-
den Pemantau Pemilu
(KIPP), Partai Ummat,
mantan Wakil Ment-
eri Hukum dan HAM
Denny Indrayana,
enam warga yang ter-
gabung dalam Forum
Purnawirawan Prajurit
TNI, M Subhan, Bo-
natua Silalahi, dan Ti-
urma M.S. Sihombing.

Meski permohon-
an untuk mendiskual-
ifikasi Gibran tidak
dapat diterima karena
persoalan kedudukan
hukum pemohon, MK
tetap menguraikan se-
jumlah fakta persidan-
gan terkait dokumen
pendidikan  Gibran.
Berdasarkan fakta
tersebut, MK menya-
takan tidak menemu-
kan dokumen yang
menunjukkan Gi-
bran memiliki ijazah
sebagai bukti telah
menamatkan  pendi-
dikan di luar negeri
yang setara dengan
SMA atau sederajat.

Hakim  Konstitu-
si Arsul Sani dalam
pertimbangannya
menyebut Gibran per-
nah mengajukan per-
mohonan penyetaraan
jjazah SMA melalui
aplikasi e-layanan
penyetaraan jazah
luar negeri. Keteran-
gan mengenai proses
tersebut disampaikan
perwakilan Kemente-
rian Pendidikan Dasar
dan Menengah dalam
persidangan.

Salah satu dokumen
yang menjadi dasar
pengajuan surat ket-
erangan penyetaraan
jjazah, sebagaimana

diungkapkan  dalam
persidangan, adalah
hasil pindai 1ijazah,
diploma, sertifikat,

atau dokumen hasil
belajar sesuai jenjang
yang hendak disetara-
kan. Dokumen terse-
but juga dapat berupa
surat keterangan yang

menunjukkan  seseo-
rang telah tamat bela-
jar.

Persoalan  syarat

pendidikan calon pres-
iden dan wakil presi-
den memiliki pijakan
penting dalam sejar-
ah pemilu Indonesia.
Dalam setiap pemilu
langsung sejak 2004,
persyaratan adminis-
tratif pasangan calon
menjadi bagian yang
diperiksa oleh penye-
lenggara pemilu un-
tuk memastikan calon
memenuhi  ketentuan
perundang-undangan
sebelum  mengikuti
kontestasi.

Di tingkat interna-
sional, pemeriksaan
persyaratan pendi-
dikan dan kelayakan
kandidat juga dikenal
dalam berbagai sistem
pemilu, meski keten-
tuannya berbeda an-
tarnegara.  Sejumlah
negara justru tidak
mensyaratkan pendi-
dikan formal tertentu
bagi calon kepala pe-
merintahan, sementara
negara lain menetap-
kan persyaratan ad-
ministratif yang lebih

spesifik.  Perbedaan
tersebut menunjukkan
bahwa  kualifikasi

kandidat merupakan
bagian dari desain
konstitusional mas-
ing-masing negara.
Bagi Gibran, po-
lemik tersebut kini
memasuki babak
setelah putusan MK
dibacakan. Ia men-
yatakan akan tetap
menjalankan  tugas
sebagai wakil presi-
den dan mendukung
pelaksanaan pro-
gram  pemerintah-
an Presiden, sem-
bari  menghormati
seluruh proses hu-
kum yang telah ber-
langsung.(*)
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Stunting Buton Selatan 18,2 Persen,
Pemprov Sultra Perkuat Aksi Bergizi di

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-
Pemerintah Provin-
si Sulawesi Teng-
gara  memperluas
pencegahan stunting
dengan  menyasar
kelompok rema-
ja  melalui Gera-
kan Cegah Stunting

melalui Aksi Ber-
gizi di Kabupaten
Buton dan Buton
Selatan. ~ Program
tersebut  dilakukan
melalui  pemberian

Tablet Tambah Da-
rah (TTD), skrining
anemia, pemeriksaan
kesehatan, edukasi
gizi, serta intervensi
makanan tambahan
bagi ibu hamil dan
balita yang membu-
tuhkan.

Intervensi di dua
daerah tersebut ber-
langsung pada 22-
24 September 2026.
Kegiatan  pertama
dilaksanakan di
SMA Negeri 12 Bu-
ton, Desa Ambuau
Indah, Kecamatan
Lasalimu  Selatan,
Kabupaten  Buton,
Selasa (22/9/2026),
kemudian dilanjut-
kan di SMA Negeri
1 Lapandewa, Desa

Lapandewa  Jaya,
Kecamatan  Lapa-
ndewa, Kabupaten
Buton Selatan, Ka-
mis (24/9/2026).
Kepala  Bidang
Kesehatan Mas-

yarakat Dinas Kese-
hatan Provinsi Sul-
tra Sijatiku, SKM.,
M.Kes., menga-
takan data Sigizikes-

ga/e-PPGBM  dan
data riil puskesmas
hingga Juli 2026

menunjukkan preva-
lensi stunting Kabu-
paten Buton Selatan
sebesar 18,2 pers-
en. Di wilayah kerja
Puskesmas Lapan-
dewa, angkanya ter-
catat 28,7 persen.
“Data tersebut
menjadi dasar da-

tervensi kesehatan,
termasuk  melalui
edukasi sejak rema-
ja, pemberian TTD,
pemeriksaan keseha-
tan, pemenuhan gizi,
serta  pembiasaan
perilaku hidup sehat
di lingkungan seko-
lah,” kata Sijatiku.
Di  Lapandewa,
sebanyak 113 sis-
wi menerima TTD.
Mereka juga mem-
peroleh Cek Kese-
hatan Gratis (CKG)
anak sekolah dan
edukasi kesehatan.
Pemerintah turut
memberikan Pembe-
rian Makanan Tam-
bahan (PMT) kepada
dua ibu hamil dengan
Kekurangan Energi
Kronis (KEK) dan
satu balita stunting.

Sementara itu,
kegiatan di SMA
Negeri 12 Buton

menyasar 200 rema-
ja putri dari SMA
Negeri 12 Buton dan
SMP Negeri 10 La-
salimu Selatan. Se-
lain pemberian TTD,
dilakukan  skrining
anemia bagi rema-
ja putri SMA Neg-
eri 12 Buton, CKG
bagi anak usia seko-
lah dan masyarakat

umum, serta pen-
andatanganan nota
kesepahaman (MoU)

Sekolah Sehat. PMT
juga diberikan ke-
pada dua ibu ham-
il dengan KEK dan
tiga balita gizi.
Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
Sultra dr. Andi Edy
Surahmat  menga-
takan  pencegahan
stunting tidak dapat
dilakukan  melalui
intervensi sesaat.
Pemerintah membu-
tuhkan keterlibatan
sekolah, tenaga
kesehatan,  keluar-
ga, dan masyarakat
agar pencegahan
berlangsung  sejak

Buton dan Busel

sebelum kehamilan
hingga periode per-
tumbuhan anak.
“Pencegahan
stunting membutuh-
kan intervensi berke-
lanjutan dengan mel-
ibatkan pemerintah,
sekolah, tenaga kes-
ehatan, keluarga, dan
masyarakat,”  ujar
Andi Edy.
Pendekatan
melalui remaja ber-
kaitan dengan siklus
kehidupan. Pemenu-
han gizi dan pence-
gahan anemia pada
remaja putri dipan-
dang penting karena
kelompok tersebut
merupakan calon
ibu. Dengan de-
mikian, intervensi
kesehatan tidak ha-
nya diarahkan untuk
memperbaiki kondi-
si saat ini, tetapi juga
mengurangi  risiko
masalah gizi pada
generasi berikutnya.
Secara nasional,
pencegahan  stunt-
ing telah menjadi
agenda  kesehatan
pemerintah sejak
satu dekade tera-
khir dan diperkuat
setelah stunting di-
tempatkan  sebagai
salah satu prioritas
pembangunan sum-
ber daya manusia.
Indonesia kemudian
menjalankan Strate-
gi Nasional Perce-

patan  Pencegahan
Anak Kerdil (Stunt-
ing) 2018-2024

dengan pendekatan

lintas sektor, yang
menekankan  inter-
vensi gizi spesifik
dan sensitif.

Secara global,
perhatian terha-
dap stunting juga
berkembang  sejak

persoalan  kekuran-
gan gizi anak di-
tempatkan  sebagai
bagian penting agen-
da  pembangunan
berkelanjutan. Target
pembangunan global

melalui  Sustainable
Development Goals
(SDGs) menempat-
kan penghapusan se-
gala bentuk malnu-
trisi sebagai sasaran
hingga 2030. Organ-
isasi Kesehatan Dun-
ia (WHO) bersama
UNICEF dan Bank
Dunia juga sejak
1990-an  mengem-
bangkan pemantau-
an global terhadap
indikator pertumbu-
han anak, termasuk
stunting.

Dalam membaca
data stunting, Sija-
tiku mengingatkan
agar angka dari sum-
ber berbeda tidak
dibandingkan  se-
cara langsung. Data
Survei Status Gizi
Indonesia  (SSGI)
2024 memiliki sum-
ber, metode, dan
waktu  pengukuran
yang berbeda den-
gan data Sigizikes-
ga/e-PPGBM  serta
data riil puskesmas.

“Angka stunting
perlu dibaca ber-
dasarkan sumber dan
metode pengukuran-
nya karena terdapat
perbedaan  sumber,
metode, dan waktu
pengukuran,” kata
Sijatiku.

Melalui  Gera-
kan Cegah Stunt-
ing melalui Aksi
Bergizi, Pemprov
Sultra menempat-
kan sekolah se-
bagai salah satu
titik intervensi un-
tuk  membangun
kebiasaan  hidup
sehat. Pemeriksaan
kesehatan, pence-
gahan anemia, pe-
menuhan gizi, dan
edukasi diharapkan
menjadi rangkaian
upaya berkelanju-
tan untuk menekan
risiko stunting
pada generasi men-
datang. (*)
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PERADI Profesional Dilantik, Gubernur
Sultra ASR Soroti Integritas Advokat

Laporan: Lisna

SULTRA, BP-
Gubernur  Sulawesi
Tenggara  (Sultra),
Andi  Sumangeruk-
ka, mendorong or-
ganisasi advokat
memperluas  peran
dalam membangun
kesadaran ~ hukum
masyarakat.  Tidak
hanya  menangani
perkara, advokat
dinilai perlu hadir
melalui edukasi hu-
kum dan pencegahan
persoalan hukum se-
jak dini dengan tetap
berpegang pada in-
tegritas, etika, pro-
fesionalisme, dan in-

dependensi.
Pesan tersebut
disampaikan  Andi

Sumangerukka saat
menghadiri Pelanti-
kan Pengurus Dewan
Pimpinan = Daerah
(DPD) PERADI Pro-
fesional Kota Kend-
ari, Kolaka, Andoo-
lo, dan Baubau Masa
Bakti 2026-2031 di
Hotel Claro Kend-
ari, Rabu malam
(23/9/2026).

Menurut  Guber-
nur, keberadaan
advokat mempu-
nyal posisi strate-
gis karena berkaitan
langsung dengan per-
lindungan hak mas-
yarakat dalam proses
hukum. Pendamp-
ingan hukum yang
dilakukan secara
profesional, kata dia,
menjadi bagian pent-
ing dalam memasti-
kan proses peradilan
berlangsung adil dan
sesuai ketentuan.

“Profesi advokat
merupakan  profesi
mulia. Karena itu,
integritas, profesion-
alisme, etika, dan
independensi harus
menjadi  landasan
utama dalam men-
jalankan tugas,” kata
Andi  Sumangeruk-
ka.

Ia menilai pen-
egakan hukum tidak
cukup hanya dito-
pang oleh perangkat
aturan.  Pelaksana
profesi hukum juga

—

dituntut memili-
ki tanggung jawab
moral agar hukum ti-
dak berhenti sebagai
norma tertulis, teta-
pt dapat memberi-
kan kepastian, per-
lindungan, dan rasa
keadilan bagi mas-
yarakat.

Secara histo-
ris, profesi advokat
berkembang seiring
kebutuhan mas-
yarakat terhadap
pembelaan hak di
hadapan hukum. Di
Indonesia, pengatur-
an profesi advokat
memperoleh pijakan
khusus melalui Un-
dang-Undang  No-
mor 18 Tahun 2003
tentang  Advokat.
Undang-undang
tersebut menem-
patkan advokat se-
bagai penegak hu-
kum yang memiliki
kedudukan  setara
dengan aparat pen-
egak hukum lainnya
dalam menjalankan
fungsi peradilan.

Secara internasi-
onal, prinsip menge-
nai hak memperoleh
bantuan hukum juga
berkembang dalam
kerangka hak asasi
manusia. Deklarasi
Universal Hak Asasi
Manusia yang dia-
dopsi  Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada
1948 memuat prinsip
persamaan di hada-
pan hukum dan hak
atas peradilan yang
adil. Perkembangan
tersebut  kemudian
memperkuat  pent-
ingnya akses mas-
yarakat terhadap
bantuan hukum yang
independen.

Dalam  konteks
Sultra, Andi Suman-
gerukka  berharap
PERADI Profesion-
al dapat mengambil
peran lebih luas un-
tuk  meningkatkan
literasi hukum mas-
yarakat.  Advokat,
menurut dia, tidak
semestinya baru had-
ir ketika persoalan
telah masuk ke ranah
sengketa atau proses

peradilan.
“Advokat dihara-
pkan hadir bukan
hanya ketika mas-
yarakat menghadapi

persoalan  hukum,
tetapi juga mem-
berikan edukasi dan
membantu  mence-
gah persoalan hukum
sejak dini,” ujarnya.

Gubernur  juga
membuka ruang
kolaborasi antara
PERADI Profesion-
al dan Pemerintah
Provinsi Sultra. Ke-
mitraan tersebut
dinilai penting untuk
memastikan pelaksa-
naan program pem-
bangunan di bidang
pendidikan,  kese-
hatan, infrastruktur,
serta ketahanan pan-
gan berbasis agrom-
aritim tetap berada
dalam koridor hu-
kum.

Kolaborasi  itu,
lanjut dia, sekaligus
diarahkan untuk
memperkuat tata
kelola pemerintahan
yang bersih, profe-
sional, dan akunta-
bel. Dengan demiki-
an, organisasi profesi
advokat tidak hanya
berfungsi  sebagai
wadah pengemban-
gan profesi, tetapi
turut mengambil ba-
gian dalam memba-
ngun budaya hukum
yang sehat di tengah

masyarakat.
Andi Suman-
gerukka kemudi-

an menyampaikan
selamat kepada
seluruh  pengurus
DPD PERADI Pro-
fesional Kota Kend-
ari, Kolaka, Andoo-
lo, dan Baubau yang
dilantik untuk masa
bakti 2026-2031. Ia
berharap jajaran pen-
gurus mampu menja-
ga marwah profesi,
memperkuat  integ-
ritas, dan memban-
gun kolaborasi untuk
mendukung  terwu-
judnya Sulawesi
Tenggara yang maju,
aman, sejahtera, dan
religius.(*)
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Kepala Subbagian Tata Usaha Rina
Adriana Pimpin Apel Kantor Pertanahan

Buton Tengah Siapkan Lahan dan Draf
NPHD untuk Percepat Program Lisdes

Laporan:Ardi

BUTON  TEN-
GAH, BP-Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah,  Sulawesi
Tenggara, menuntas-
kan sejumlah pers-
yaratan untuk mem-

percepat  Program
Listrik ~ Perdesaan
(Lisdes), terutama

kepastian lahan, titik
koordinat, perizinan,
dan dokumen hibah.

Langkah  tersebut
ditempuh agar pem-
bangunan jaringan

listrik yang menjadi
bagian dari Program
Strategis  Nasional
(PSN) dapat segera
masuk ke tahap ver-
ifikasi dan pelaksa-
naan.

Kecamatan Tal-
aga Raya menjadi
salah satu wilayah
yang mendapat per-
hatian dalam per-
cepatan tersebut.
Pemerintah  daerah
menyatakan peneta-
pan titik lokasi dan
penyelesaian  draf
Nota Perjanjian Hi-
bah Daerah (NPHD)
telah dirampungkan
melalui  koordinasi
pemerintah kabupat-
en, kecamatan, dan
desa.

Kesiapan itu dite-
gaskan Bupati Buton
Tengah Dr. Azhari
saat menghadiri
Sinkronisasi ~ Usu-
lan Lokasi Program
Lisdes serta Fasilita-
si Penyiapan Lahan

dan Perizinan se-Su-
lawesi Tenggara di
Ruang Pola Kan-
tor Gubernur Sul-
tra, Kendari, Kamis
(1/10/2026). Per-
temuan berlangsung
pada 1-2 Oktober
2026 dan melibatkan
pemerintah  daerah
se-Sulawesi Tengga-
ra.

“Akurasi data, ke-
pastian lahan, koor-
dinat lokasi, dan
kesiapan  perizinan
menjadi faktor pent-
ing untuk memper-
cepat pembangunan
jaringan listrik se-
cara tepat sasaran,”
kata Azhari.

Menurut dia, Pem-
kab Buton Tengah
telah menyiapkan la-
han sekaligus mem-
finalisasi draf NPHD
bersama PT PLN
(Persero). Kelengka-
pan tersebut dinilai
penting agar proses
pembangunan tidak
tertahan  persoalan
administratif setelah
titik lokasi ditetap-
kan.

Dalam forum
sinkronisasi itu, pe-
merintah daerah juga
diminta melengkapi
setiap usulan den-
gan koordinat loka-
si, status lahan, dan
dokumen perizinan.
PLN Pusat selanjut-
nya akan melakukan
verifikasi  lapangan
melalui  tim engi-
neering untuk men-

cocokkan data usu-
lan dengan kondisi
faktual di lapangan.
“Kami terus
memperkuat  koor-
dinasi dengan PLN
agar tidak ada lagi
wilayah yang belum
mendapatkan akses
listrik,” ujar Azhari.

Kegiatan  terse-
but turut dihadiri
perwakilan Kemen-
terian ESDM, PLN
Pusat, Dinas ESDM
Sultra, Koordinator
DIJK, serta kepala
daerah se-Sulawesi
Tenggara. Verifikasi
lapangan juga diper-
lukan untuk mence-
gah tumpang tindih
data lokasi sekaligus
memastikan pemba-
ngunan jaringan se-
suai kebutuhan mas-

yarakat.

Upaya memper-
luas akses listrik
memiliki  konteks

pembangunan yang
panjang. Secara na-
sional, pemerintah
membentuk Jawatan
Listrik dan Gas pada
27 Oktober 1945 di
bawah Departemen
Pekerjaan ~ Umum
dan Tenaga. Saat itu
kapasitas pembangk-
it yang dikelola men-
capai 157,5 mega-
watt. Momentum
tersebut  kemudian
menjadi dasar per-
ingatan Hari Listrik
Nasional.

Tantangan pemer-
ataan listrik juga bu-

kan hanya persoalan
Indonesia.  Secara
global, akses energi
menjadi bagian dari
Tujuan Pembangu-
nan Berkelanjutan
atau SDG 7 yang
menargetkan akses
energi yang terjang-
kau, andal, berke-
lanjutan, dan mod-
ern bagi semua.
Laporan Bank
Dunia pada 2026
mencatat  sekitar
655 juta orang di
dunia masih belum
memiliki akses lis-
trik, menunjukkan
bahwa elektrifikasi
wilayah terpencil
tetap menjadi agen-
da  pembangunan
internasional.

Bagi Buton Ten-
gah, percepatan
Lisdes karena itu
tidak berhenti pada
pembangunan jar-
ingan. Pemerintah
daerah perlu me-
mastikan data lo-
kasi akurat, lahan
tersedia, dokumen
hukum  lengkap,
dan koordinasi den-
gan PLN berjalan
hingga tahap veri-
fikasi. Dengan kes-
iapan tersebut, pro-
gram  diharapkan
mampu memperlu-
as pemerataan ak-
ses listrik, khusus-
nya bagi wilayah
yang sebelumnya
masih menghadapi
persoalan elektrifi-
kasi.(*)

Busel Dorong Pelayanan Prima dan
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Laporan:Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP - Kantor
Pertanahan Kabupaten
Buton Selatan mem-
perkuat komitmen
meningkatkan kuali-
tas pelayanan kepada
masyarakat  dengan
tetap menjaga kedi-
siplinan seluruh pega-
wai. Penegasan itu
disampaikan Kepala
Subbagian Tata Usa-
ha Kantor Pertanah-
an Kabupaten Buton
Selatan, Rina Adriana
Baiduri, S.ST., saat
memimpin apel pagi
di lingkungan kantor
tersebut.

Dalam amanatnya,
Rina  menempatkan
pelayanan masyarakat
sebagai salah satu pri-
oritas utama dalam
pelaksanaan tugas jaja-
ran Kantor Pertanahan
Kabupaten Buton Se-
latan. Setiap pegawai
diminta menjalankan
tugas secara profesion-
al dan memberikan pe-
layanan secara optimal
sesuai ketentuan yang
berlaku.

“Pelayanan  kepa-
da masyarakat harus
terus kita tingkatkan.
Setiap pegawai memi-
liki tanggung jawab
untuk memberikan pe-
layanan yang baik dan
profesional,” ujar Rina

Ingatkan Disiplin Pegawai

N d A;'Iﬁrﬁ

dalam amanatnya.
Selain kualitas pe-
layanan, Rina meng-
ingatkan seluruh
pegawai agar memper-
tahankan kedisiplinan
dalam  menjalankan
tugas. Menurut dia,
kedisiplinan menjadi
fondasi penting agar
setiap pekerjaan dapat
dilaksanakan secara
tertib, tepat, dan ber-
tanggung jawab.
“Disiplin  seluruh
pegawai harus tetap
dipertahankan. Kedi-
siplinan  merupakan
bagian penting dalam
mendukung pelak-
sanaan tugas dan pe-
layanan kepada mas-
yarakat,” katanya.
Penguatan pe-
layanan  pertanahan
tersebut sejalan den-
gan  perkembangan
administrasi pertana-
han di Indonesia yang
semakin  menempat-
kan pelayanan publik,
kepastian hukum, dan
tertib administrasi se-
bagai bagian penting
penyelenggaraan pe-
merintahan. Secara
historis, Indonesia
memiliki Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peratur-
an Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang menjadi
salah satu landasan
utama penyelengga-
raan urusan pertana-
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han nasional.

Secara global, ad-
ministrasi pertanah-
an juga berkembang
dari sistem pen-
catatan konvension-
al menuju layanan
yang semakin terdig-
italisasi. Bank Dun-
1a melalui berbagai
agenda pembangu-
nan pertanahan me-
nempatkan kepastian
hak atas tanah dan
akses  masyarakat
terhadap layanan
pertanahan sebagai
faktor penting dalam
mendukung pemba-
ngunan ekonomi ser-
ta perlindungan hak
masyarakat.

Melalui apel pagi
tersebut, jajaran
Kantor Pertanahan
Kabupaten = Buton
Selatan  diharapkan
mampu  memper-
tahankan disiplin
kerja sekaligus ter-
us meningkatkan
kualitas pelayanan.
Kombinasi keduan-
ya menjadi bagian
penting dalam mem-
bangun kepercayaan
masyarakat terhadap
pelayanan pertanah-
an yang profesional,
tertib, dan berorien-
tasi pada kepentin-
gan publik.(*)
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Kemenkes-BPJS Uji KRIS, iDRG, dan
RBKP di Makassar, 558 Faskes Terlibat

y
Y. "=
| B N~

Peliput: Andi
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MAKASSAR, BP -
Pemerintah mulai men-
guji penerapan Rujukan
Berbasis Kemampuan
Pelayanan (RBKP),
Kelas Rawat Inap Stan-
dar (KRIS), dan Indo-
nesian Diagnosis Re-
lated Groups (iDRG) di
Kota Makassar sebagai
bagian dari persiapan
perubahan tata kelo-
la pelayanan keseha-
tan nasional. Uji coba
tersebut  berlangsung
bersama tiga wilayah
lain, yakni Kota Band-
ung, Kabupaten Tulun-
gagung, dan Kabupaten
Muara Enim.
Direktur
Kesehatan
Kementerian Kes-
ehatan Azhar Jaya
mengatakan, uji coba
dilakukan ~ maksimal
selama satu tahun un-
tuk memastikan kesia-
pan fasilitas pelayanan
kesehatan sekaligus
memetakan persoalan
yang mungkin muncul
sebelum kebijakan dit-
erapkan secara lebih
luas. Secara keseluru-
han, terdapat 464 Fasil-
itas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan
94 rumah sakit yang
mengikuti uji coba di
empat daerah tersebut.
Di Makassar, pe-
mantauan  dilakukan
Kementerian Kesehatan
bersama BPJS Keseha-
tan dengan mendatangi
RSUP dr. Wahidin Sud-
irohusodo, RS Tk. II
Pelamonia, Puskesmas
Tamalate, RSIA Sen-
tosa, dan Klinik Kimia
Farma Ahmad Yani.
Pemeriksaan mencak-
up kesiapan pelayanan,
sumber daya manusia,
sarana-prasarana, hing-
ga integrasi sistem an-
tarlembaga.
Direktur Teknologi
Informasi BPJS Kes-

Jenderal
Lanjutan

ehatan Setiaji menga-
takan hasil uji coba akan
menjadi bahan eval-
uasi untuk menyem-
purnakan  kebijakan.
Menurut dia, penerapan
nasional ~ membutuh-
kan persiapan matang
agar berbagai tantangan
teknis dan pelayanan
yang ditemukan di lapa-
ngan dapat diantisipa-
si sejak awal. “Kami
siap mendukung penuh
langkah uji coba ini.
Tentu dibutuhkan per-
siapan yang matang se-
belum kebijakan terse-
but diimplementasikan
secara nasional,” katan-
ya dalam kegiatan yang
turut dihadiri Anggota
Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan Murti Utami,
Kamis (1/10/2026).

Setiaji menambah-
kan, perubahan kebija-
kan tersebut diarahkan
untuk  meningkatkan
mutu pelayanan keseha-
tan dengan menggeser
orientasi pelayanan dari
berbasis volume menu-
ju berbasis nilai atau
value. Pendekatan itu
diharapkan tidak hanya
menjaga keberlangsun-
gan Program Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN), tetapi juga men-
dorong layanan yang
lebih bermutu sehingga
masyarakat ~ memper-
oleh manfaat kesehatan
yang lebih baik.

Dari  sisi  rumah
sakit, Direktur Uta-
ma RSUP dr. Wahidin
Sudirohusodo Makas-
sar, dr. Annas Ahmad,
menyatakan  kesiapan
institusinya mengiku-
ti uji coba. Namun, ia
menilai  keberhasilan
pelaksanaan ~ membu-
tuhkan koordinasi kuat
antara pemerintah pu-
sat, pemerintah daerah,
fasilitas kesehatan, dan
BPJS Kesehatan. Ia juga
meminta formula tarif
iDRG memperhitung-

kan inflasi, perkem-
bangan teknologi,
kebutuhan obat, serta
biaya pengembangan
rumah sakit.

“Tarif iDRG harus
mampu mencermink-
an kompleksitas pen-
yakit dan biaya riil
layanan. Kami juga
berharap ada panduan
untuk rumah sakit dan
BPJS Kesehatan dalam
memproses  klaim,”
ujar Annas.

Penerapan  iDRG
sendiri berkaitan den-
gan upaya pemerintah
membangun  sistem
pembayaran pelayanan
rumah sakit yang leb-
ih terukur berdasarkan

kelompok diagno-
sis dan karakteristik
layanan. Sementara

KRIS diarahkan un-
tuk  menyeragamkan
standar minimum ru-
ang rawat inap peserta
JKN, sedangkan RBKP
menata mekanisme ru-
jukan berdasarkan ke-
mampuan pelayanan
fasilitas kesehatan,
bukan  semata-mata
berdasarkan  jenjang
fasilitas.

Reformasi tersebut
berlangsung dalam
konteks perjalanan
panjang JKN. Program
JKN mulai beroperasi
pada 1 Januari 2014
setelah pembentukan
BPJS Kesehatan ber-
dasarkan Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun
2011. Sebelumnya,
Indonesia ~ memiliki
sejumlah skema jam-
inan kesehatan yang
berjalan terpisah. Kon-
solidasi melalui JKN
kemudian menjadi
salah satu perubahan
terbesar dalam sistem
pembiayaan kesehatan
nasional.

Secara historis,
model pembayaran
berbasis kelompok

diagnosis juga bukan

konsep baru dalam
sistem kesehatan dun-
ia. Diagnosis Related
Groups (DRG) dikem-

bangkan di  Ameri-
ka Serikat pada akhir
dekade 1960-an dan
mulai digunakan da-
lam sistem pemba-
yaran Medicare pada
1983. Model tersebut
kemudian menyebar ke
berbagai negara den-
gan penyesuaian terh-
adap sistem kesehatan
masing-masing. Indo-
nesia mengembangkan
pendekatan iDRG un-
tuk menyesuaikannya

dengan  karakteristik
pelayanan  kesehatan
nasional.

Ketua Komisi IX
DPR RI Felly Estel-
ita Runtuwene, yang
melakukan kunjungan
kerja bersamaan dengan
pemantauan uji coba,
mengapresiasi langkah
pemerintah. [a meminta
evaluasi juga memper-
timbangkan pengala-
man pasien sebagai
penerima layanan. “Se-
tiap penduduk berhak
mendapatkan layanan
kesehatan yang mu-
dah  diakses. Kami
harap fasilitas keseha-
tan dapat memberikan
layanan sebaik-baiknya
kepada seluruh pasien,”
katanya.

Bagi  pemerintah,
uji coba di empat daer-
ah tersebut menjadi
tahap penting sebelum
penerapan  kebijakan
secara nasional. Eval-
uasi terhadap kapasi-
tas fasilitas kesehatan,
tenaga medis, infra-
struktur, sistem ruju-
kan, mekanisme klaim,
dan pengalaman pa-
sien akan menentukan
penyempurnaan  akh-
ir agar perubahan tata
kelola JKN tidak hanya
menghasilkan efisiensi
pembiayaan, tetapi juga
mempertahankan akses
dan mutu layanan bagi
peserta.(*)
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Menkes Budi: Integritas dan Eksekusi Jadi
Modal Pemimpin Kesehatan

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Menteri Kese-
hatan Budi Gunadi Sadikin meminta
calon pemimpin sektor kesehatan di
Asia Tenggara tidak berhenti pada
kemampuan merumuskan target,
tetapi mampu menerjemahkannya
menjadi tindakan. Integritas, komu-
nikasi yang sederhana, kemampuan
membangun narasi, dan ketegasan
dalam eksekusi dinilai menjadi fon-
dasi kepemimpinan untuk mengha-
dapi perubahan sistem kesehatan.

Pesan tersebut disampaikan Budi
ketika membuka Health Leader-
ship Course yang diselenggarakan
Asian Development Bank (ADB) di
Jakarta, Senin (28/9/2026). Pelati-
han itu diikuti lebih dari 60 peserta
dari tujuh negara Asia Tenggara dan
berlangsung selama lima hari un-
tuk memperkuat kapasitas kepemi-
mpinan sekaligus mendukung refor-
masi sistem kesehatan di kawasan.

Budi menempatkan integritas se-
bagai syarat pertama bagi seorang
pemimpin karena keputusan di sek-
tor kesehatan berkaitan langsung
dengan kepentingan masyarakat dan
negara. “Atasan terbaik yang pernah
saya temui adalah seseorang yang
memiliki integritas. Untuk memas-
tikan bahwa dia tidak akan membo-
hongi Anda atau negara Anda, dia
harus menjadi pribadi yang berin-
tegritas,” ujarnya.

Menurut Budi, kepemimpinan
juga harus mampu membuat tujuan
besar menjadi mudah dipahami dan
diterapkan organisasi. Karena itu,
Kementerian Kesehatan menjalank-
an transformasi melalui enam pilar,
yakni reformasi layanan primer,
layanan sekunder atau rumah sakit,
ketahanan sistem kesehatan, pem-
biayaan kesehatan, sumber daya
manusia kesehatan, serta teknologi
kesehatan.

Keenam pilar tersebut diarahkan
untuk meningkatkan angka harapan
hidup dan angka harapan hidup se-
hat. Salah satu bentuk penerapan-
nya ialah penguatan layanan prim-
er melalui dukungan pembiayaan
ADB untuk pengadaan 10.000 USG
dan 10.000 X-ray. Budi menilai seti-
ap sasaran harus disertai mekanisme
kerja yang jelas sehingga kebijakan
tidak berhenti sebagai dokumen pe-
rencanaan.

Kemampuan menyampaikan tu-
juan melalui storytelling juga diang-
gap penting. Pemimpin, kata Budi,
harus mampu menjelaskan ala-
san sebuah tujuan ditetapkan, cara
mencapainya, serta tindakan yang
harus dilakukan. Pada tahap beri-
kutnya, kemampuan eksekusi men-
jadi penentu apakah target tersebut
benar-benar menghasilkan peruba-
han. “Jika Anda hanya berbicara
dan memiliki target tetapi tidak
menunjukkan cara mengeksekusi

dan mencapainya, Anda akan kehi-
langan kredibilitas di depan anggota
Anda,” katanya.

Penekanan terhadap kepemi-
mpinan kesehatan tersebut tidak
terlepas dari perubahan tantangan
kesehatan global. Country Director
Indonesia Resident Mission ADB
Bobur Alimov mengatakan Asia
Tenggara menghadapi persoalan be-
rupa populasi yang semakin menua,
peningkatan penyakit tidak menular,
serta dampak perubahan iklim. Tan-
tangan tersebut, menurut dia, tidak
dapat diselesaikan hanya oleh sektor
kesehatan atau satu negara.

Dalam konteks itu, kerja sama
lintas sektor dan lintas negara men-
jadi kebutuhan. “Tidak ada satu
pun dari tantangan ini yang dapat
diselesaikan oleh sektor kesehatan
saja, maupun oleh satu negara saja.
Ini membutuhkan para pemimpin
untuk bekerja lintas sektor dan lin-
tas negara, membangun kemitraan,
serta mengarahkan perubahan,” ujar
Bobur.

Penguatan kepemimpinan kes-
ehatan memiliki latar sejarah pan-
jang dalam pembangunan keseha-
tan dunia. Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) berdiri pada 1948
ketika komunitas internasional
membangun sistem kesehatan glob-
al pasca-Perang Dunia II. Seiring
berkembangnya ancaman penya-
kit menular, penyakit tidak menu-
lar, pandemi, dan perubahan iklim,
pendekatan kesehatan internasion-
al kemudian semakin menekankan
kerja sama, penguatan sistem, serta
kepemimpinan lintas negara.

Indonesia sendiri memasuki fase
penting transformasi  kesehatan
setelah pembentukan sistem Jami-
nan Kesehatan Nasional pada 2014
dan terus memperluas digitalisa-
si layanan melalui SATUSEHAT.
ADB menilai pengalaman Indone-
sia dalam penguatan layanan prim-
er, kesehatan digital, dan JKN dapat
menjadi pembelajaran bagi negara
lain di kawasan. “Pengalaman In-
donesia memberikan banyak pelaja-
ran berharga bagi kita semua,” kata
Bobur.

Director Human and Social
Development Sector Office ADB
Eduardo Banzon menegaskan neg-
ara berkembang harus tetap meme-
gang kendali atas agenda reformasi
kesehatan masing-masing. ADB,
menurut dia, memberikan dukun-
gan pembiayaan dan teknis, bukan
mendikte kebijakan negara. Pelati-
han tersebut selanjutnya membahas
tata kelola, pembiayaan kesehatan,
perubahan iklim dan One Health,
pencegahan serta kesiapsiagaan
pandemi, kesehatan digital, inovasi,
kolaborasi regional, dan kemitraan
dengan sektor swasta. Peserta juga
dijadwalkan mengunjungi Rumah
Sakit Pusat Otak Nasional serta se-
jumlah fasilitas kesehatan primer di
Jakarta.(*)
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MK Tolak Diskualifikasi Gibran,
Sengketa Syarat Pendidikan Dinilai
Bukan Ranahnya
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Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden meski
menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Mahkamah Konstitusi
(MK) menolak per-
mohonan yang me-
minta pembatalan atau
diskualifikasi Gibran
Rakabuming Raka se-
bagai Wakil Presiden
RI terkait persoalan
syarat pendidikan da-
lam  pencalonannya
pada Pemilu Presiden
2024. MK menyatakan
permohonan tersebut
tidak dapat diterima
karena Gibran kini tel-
ah berstatus sebagai
wakil presiden, bukan
lagi calon wakil pres-
iden.

Putusan itu diba-
cakan dalam sidang
perkara Nomor 01/
PHPU.PRES-XX-

1V/2026 tentang
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024
di ruang sidang pleno
MK, Jakarta, Selasa
(6/10) malam. Ketua
MK Suhartoyo men-
yatakan permohonan
para pemohon tidak
dapat diterima.

Hakim Konstitusi
Adies Kadir menjelas-
kan, substansi perkara
yang diajukan tidak
lagi tepat ditempatkan
dalam rezim penyele-
saian sengketa hasil
Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden. Sta-
tus Gibran sebagai
calon wakil presiden,
menurut MK, telah
berakhir setelah pas-
angan calon terpilih
dilantik dan Gibran
mengucapkan sumpah
sebagai wakil presi-
den.

“Oleh karena itu,
sekalipun dalam per-
sidangan tidak ditemu-
kan atau didapatkan
bukti yang meyakink-
an Mahkamah yang
dapat  menunjukkan
Gibran Rakabuming
Raka memiliki ijazah/
sertifikat/diploma  di
luar negeri yang dijad-
ikan sebagai dasar un-
tuk disetarakan dengan
berpendidikan paling
rendah tamat Sekolah

Menengah Atas, Ma-
drasah Aliyah, Seko-
lah Menengah Keju-
ruan, Madrasah Aliyah
Kejuruan, atau seko-
lah lain yang sedera-
jat, Mahkamah tidak
dapat  membatalkan
atau mendiskualifikasi
Gibran Rakabuming
Raka dalam posisinya
sebagai Wakil Presi-
den,” kata Adies.
Meski  demikian,
putusan MK mencatat
fakta penting menge-
nai dokumen pendi-
dikan yang dipersoal-
kan para pemohon.
Dalam  persidangan,
tidak ditemukan bukti
yang meyakinkan MK
mengenai keberadaan
ijazah, sertifikat, atau
diploma luar negeri
yang dijadikan dasar
penyetaraan  pendi-
dikan Gibran den-
gan jenjang minimal
sekolah menengah
sebagaimana  dipers-
yaratkan dalam Pasal
169 huruf r dan Pas-
al 227 huruf 1 Un-
dang-Undang Pemilu.
MK kemudian me-
negaskan bahwa per-
soalan keabsahan do-
kumen dan terpenuhi
atau tidaknya pers-
yaratan calon presiden
dan wakil presiden
merupakan kewenan-
gan lembaga lain yang
ditentukan dalam kon-
stitusi. Dengan de-
mikian, temuan dalam
persidangan  tersebut
tidak serta-merta men-
jadi dasar bagi MK un-
tuk mencabut kedudu-
kan Gibran sebagai
Wakil Presiden.
“Perihal fakta yang
didapatkan Mahkamah
berkenaan dengan ti-
dak adanya ijazah/
sertifikat/diploma  di
luar negeri yang di-
jadikan sebagai dasar
untuk disetarakan
dengan berpendidikan
paling rendah tamat
sekolah menengah
atas, secara sub-
stansial menjadi ranah
lembaga yang memi-
liki kewenangan un-
tuk menilai keabsah-

an dan keterpenuhan
syarat calon presiden
dan wakil presiden se-
bagaimana diatur da-
lam UUD NRI Tahun
1945, tutur Adies.

Gugatan  tersebut
diajukan oleh Komite
Independen Pemantau
Pemilu (KIPP), Par-
tai Ummat, mantan
Wakil Menteri Hukum
dan HAM Denny In-
drayana, enam warga
yang tergabung dalam
Forum Purnawirawan
Prajurit TNI, M Sub-
han, Bonatua Silalahi,
dan Tiurma MS Si-
hombing. Para pem-
ohon mempersoalkan
pemenuhan syarat
pendidikan Gibran ke-
tika mendaftarkan diri
sebagai calon wakil
presiden pada Pemilu
2024.

Denny dalam per-
sidangan sebelumnya
menyebut  dokumen
yang diserahkan se-
bagai bagian dari per-
syaratan  pencalonan
Gibran kepada KPU
bukan ijazah atau buk-
ti kelulusan, melain-
kan surat keterangan
penyetaraan yang dit-
erbitkan Kementerian
Pendidikan. Dokumen
tersebut menerangkan
Gibran pernah mene-
mpuh studi di UTS In-
search, Sydney, Aus-
tralia.

Menurut  Denny,
surat itu menyatakan
pendidikan Gibran se-
tara Grade 12 atau ke-
las 12 SMA dan setara
dengan SMK pemina-
tan Akuntansi. Namun,
ia mempersoalkan ti-
dak adanya keterangan
dalam surat tersebut
yang menyatakan Gi-
bran telah lulus dari
lembaga pendidikan
tersebut.

Persoalan pers-
yaratan pendidikan da-
lam pencalonan presi-
den dan wakil presiden
memiliki sejarah pan-
jang dalam sistem
pemilu Indonesia.
Ketentuan pendidikan
minimal bagi calon
presiden dan wakil
presiden berkembang

dari aturan konstitu-
sional dan undang-un-
dang pemilu yang
terus mengalami peru-
bahan sejak era refor-
masi. Pemilu presi-
den secara langsung
sendiri baru pertama
kali dilaksanakan pada
2004, setelah perubah-
an UUD 1945 mengu-
bah mekanisme pemi-
lihan presiden dari
pemilihan oleh MPR
menjadi pemilihan
langsung oleh rakyat.
Dalam praktik
demokrasi  internasi-
onal, persoalan ke-
layakan administratif
kandidat juga kerap
menjadi objek sengke-
ta setelah proses pemi-
luberlangsung. Sejum-
lah negara, termasuk
Amerika Serikat dan
negara-negara Eropa,
memiliki mekanisme
berbeda untuk memer-
iksa kelayakan kandi-
dat, mulai dari tahap
pendaftaran,  proses
keberatan administra-
tif, hingga mekanisme
peradilan. Perbedaan
mekanisme  tersebut
menunjukkan bahwa
kewenangan  penga-
dilan pemilu sangat
bergantung pada batas
yurisdiksi yang diber-
ikan konstitusi dan
undang-undang mas-
ing-masing negara.
Putusan MK da-
lam perkara ini pada
akhirnya tidak menya-
takan Gibran terbukti
memenuhi atau tidak
memenuhi syarat pen-
didikan secara sub-
stantif untuk kemu-
dian dijatuhi sanksi
berupa diskualifikasi.
MK lebih menitik-
beratkan pada perso-
alan kewenangan dan
status hukum Gibran
setelah pelantikan.
Dengan amar “permo-
honan para pemohon
tidak dapat diterima”,
MK menutup perkara
tersebut dalam rezim
PHPU Presiden dan
Wakil Presiden.(*)
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KPK Periksa Nusron Wahid, Dalami
Dugaan Korupsi di Lingkungan

ATR/BPN

KPK Periksa Nusron Wahid, Dalami Dugaan Korupsi di Lingkungan

Laporan: Hadi

JAKARTA,
Penyidikan ~ Komisi
Pemberantasan  Ko-
rupsi (KPK) terhadap
dugaan  korupsi di
lingkungan Kemente-
rian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertana-
han Nasional (ATR/
BPN) memasuki tahap
pemeriksaan ~ Ment-
eri ATR/BPN Nusron
Wahid. Nusron dijad-
walkan diperiksa se-
bagai saksi pada Rabu

BP-

(7/10/2026) untuk
membantu  penyidik
memperjelas kon-

struksi perkara.

Pemanggilan terse-
but berkaitan dengan
perkara dugaan suap,
gratifikasi, dan peneri-
maan lainnya yang an-
tara lain menyangkut
pengurusan Hak Guna
Bangunan (HGB).
Juru Bicara KPK Budi
Prasetyo mengatakan
penyidik membutuh-
kan keterangan Nus-
ron untuk mendalami
informasi yang ber-
kaitan dengan perkara
tersebut.

“Benar, hari ini,
Rabu (7/10), penyidik
menjadwalkan pemer-
iksaan terhadap NW
selaku Menteri ATR/
BPN,” kata Budi kepa-
da wartawan di Jakar-
ta, Rabu.

KPK sebelumnya
menyatakan  meyak-
ini Nusron akan me-
menuhi panggilan
pemeriksaan  sebagai
bentuk kepatuhan dan
penghormatan  terh-
adap proses hukum.
Namun, hingga Rabu
siang, KPK masih
menunggu kedatangan
Nusron untuk menjal-
ani pemeriksaan.

“Yang bersang-
kutan dijadwalkan
diperiksa dalam kapa-
sitasnya sebagai saksi
dalam perkara ini,”
ujar Budi. Ia menegas-
kan proses penyidikan
dilakukan berdasarkan
alat bukti dan keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan, den-
gan tetap menjunjung
asas praduga tak ber-

ATR/BPN

salah serta hak hu-
kum setiap pihak.

Perkara ini telah
menempatkan dela-
pan orang sebagai
tersangka. Mereka
ialah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupat-
en Bogor [ Sontang
Coin Manurung,
politikus Partai Gol-
kar Fahd El Fouz
alias Fahd A Rafiq,
mantan Bupati Ke-
bumen Arif Sugiyan-
to, Presiden Direk-
tur PT Summarecon
Agung Tbk Adrianto
Pitojo Adhi, Direktur
Jenderal Pengenda-
lian dan Penertiban
Tanah dan Ruang
Kementerian ATR/
BPN Lampri, serta
Muhammad Fakhry,
Erwin, dan Rizal
Pahlevi.

KPK  sebelumn-
ya melakukan oper-
asi tangkap tangan
di wilayah Jabode-
tabek pada Senin
(14/9). Dalam op-
erasi tersebut, 19
orang  diamankan
dan penyidik mene-
mukan barang bukti
berupa uang sebesar
Rp106,3 miliar. Para
tersangka  kemudi-
an menjalani pena-
hanan untuk 20 hari
pertama, sejak 15
September hingga 4
Oktober 2026, di Ru-
tan Cabang Gedung
Merah Putih KPK.

Dalam konstruk-
si perkara, Adrianto
Pitojo Adhi bersama
Rizal Pahlevi se-
laku pihak pemberi
suap  disangkakan
melanggar Pasal
605 ayat (1) huruf a
atau huruf b KUHP
juncto Pasal VII an-
gka 48 UU Nomor 1
Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana,
atau Pasal 606 ayat
(1) KUHP juncto
Pasal VII angka 49
UU Penyesuaian Pi-
dana juncto Pasal 20
KUHP.

Sementara itu,
Sontang bersama
Erwin serta Lampri
bersama Arif Sugi-

yanto, Fahd A Rafiq,
dan Muhammad
Fakhry disangkakan
melanggar Pasal 12
huruf a atau Pasal
12 huruf b dan/atau
Pasal 12B UU Pem-
berantasan  Tindak
Pidana Korupsi atau
ketentuan Pasal 606
ayat (2) KUHP junc-
to Pasal VII angka
49 UU Penyesuaian
Pidana juncto Pasal
20 KUHP.

Secara  historis,
penguatan pember-
antasan korupsi di
Indonesia tidak ter-
lepas dari agenda
reformasi setelah
1998. Gagasan pem-
bentukan lembaga
antikorupsi  antara
lain berangkat dari
TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998  dan
kemudian diperkuat
melalui UU Nomor
30 Tahun 2002 ten-

tang KPK.
Dalam  konteks
global, Indonesia

juga telah meratifi-
kasi United Nations
Convention Against
Corruption (UN-
CAC) pada 2006.
Konvensi PBB terse-
but menjadi salah
satu kerangka in-
ternasional  dalam
memperkuat pence-
gahan, penindakan,

kerja sama, dan
pemulihan aset ter-
kait korupsi.

Pemeriksaan Nus-
ron menjadi bagian
dari rangkaian peny-
idikan KPK untuk
mengurai hubungan
antara informasi
yang dimiliki peny-
idik dengan kon-
struksi perkara yang
telah  menetapkan
delapan tersangka.
Status Nusron dalam
pemeriksaan terse-
but adalah saksi, seh-
ingga pemanggilan
dan pemeriksaan-
nya tidak dengan
sendirinya menun-
jukkan keterlibatan
sebagai tersangka.

*)
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Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi HUT ke-81 TNI, Dandim 1413/Buton

Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Tekankan Lima Pilar Budaya Kerja PRIMA

Kendallkan InﬂaSl hadapi ketidakpastian global, tahankan kemerdekaan Indonesia.
perkembangan ruang infor- Secara historis, TNI berawal dari
: masi dan kognitif, serta berb- pembentukan Badan Keamanan
akan melibatkan sumber daya periode gejolak harga komod- agai bentuk ancaman terhadap Rakyat (BKR) pada 22 Agustus
masing-masing daerah dan ! e . ) 1945, kemudian berkembang men-
dapat diperkuat dengan per- itas dan krisis ekonomi 1997-  kedaulatan negara. di Tent K Rakvat
. an badan usaha milik daerah, 1998. Secara global, lonjakan “Semakin kuat TNI dan se- J(?I*IIQR)G%“:;?ara fémﬁgﬁrﬁ Ingor}ll:_
sama ini bpkan sqkadar kesepa- koperasi, serta pelaku usaha harga pangan kembali menjadi makin modern kemampuannya, . TIiI hi llzh X
katan tertulis, tetapi langkah nya- 500 Up Lo e L oo persoalan besar setelah pan- semakin besar pula taneeun sia (TRI), hingga akhirnya menja-
ta untuk menjaga kesejahteraan yang disus dn sJecara teJknis demi Covid-19 dan gangguan b g P_k | ng & di TNI pada 3 Juni 1947. Dalam
masyarakat,” kata Yusran. Kesenakatan tersebut her. antai pasok dunia, yang kemu- Jawabyang dipikul. rengua-  perkembangannya, TNI tidak ha-
Melalui kesepakatan itu, pe- laku sella)lma dua tahun seiak dian diperburuk oleh konflik tan i harus diimbangi dengan nya menghadapi tantangan per-
merintah daerah akan melaku- ] geopolitik serta kenaikan harga  peningkatan kompetensi, ke- tahanan konvensional, tetapi juga

enandatanganan dan die- . : . . : .
kan pemantauan harga secara F/aluasi set%ap tahun. Pem. Cnerei dan pangan internasion- siapan, dan profesionalisme,” harus menyesuaikan diri dengan

Yusran mengatakan stabili-
tas pangan tidak dapat ditangani
sendiri-sendiri karena rantai pa-
sok komoditas bergerak melam-
paui batas administratif. “Kerja

gendalian inflasi pangan men-

ton Selatan. Pelaksanaannya fadi perhatian penting sejak

berls(am%’ bertull(lar data I_SttOk dan biayaannya bersumber dari al. K tu. keri B ujar Dandim _Saat membacakan perubahan teknologi dan karakter
perluas  distribusi © komoditas Anggaran masing-masing pe- . Mpre N Hien Selatan g ongma IR ancaman keamanan.
p merintah daerah serta sum- ’ ’ Dalam amanat itu dijelas- Dalam konteks internasional,

yang berpotensi menyumbang
inflasi. Pemerintah juga akan
memperkuat komunikasi kepa-
da masyarakat mengenai kondisi

menempatkan kelancaran pa- . . P . -
sokan sebagai salah satu instru- kan, sikap Profesional diwu- perubahan lingkungan strategis

men untuk meredam tekanan judkan melalui  penguasaan setelah berakhirnya Perang Dingin
. harga dari sisi distribusi. Keti- tugas  pokok, latihan yang pada 1991 turut mengubah pola
pasokan dan harga pangan agar pelaksanaan, ketiga daerah ga daerah berharap koordinasi sungguh-sungguh, kepatuhan  ancaman keamanan global. Konf-
- - : sepakat  menyelesaikannya i+ terhadap hukum, dan integritas. | ; i '
informasi yang beredar lebih ter- "5 0o S data, pemetaan surplus-defisit, P 3 gritas.  lik bersenjata, perang informasi,
buka. Keria sar};la envendalian  9an . keterlibatan pelaku  usa- Responsif berarti mampu mem-  perkembangan teknologi militer,

_ Fokus kerja sama terutama Jan an mg . gakan ba. ha dapat membuat pergerakan baca situasi wilayah, mende- keamanan siber, dan disinforma-
diarahkan pada komoditas hor- giaﬁ da?r ; tgntangan }If)ang lehih, Pangan lebih efisien sekaligus teksi ancaman sejak dini, serta  gj menjadi bagian dari tantangan
tikultura berdasarkan pemetaan menjaga daya beli masyarakat. bertindak cepat dan terukur ke- pertahanan modern. Karena itu,

. luas dalam menjaga stabilitas g ¢ g
keleblhqn dan kekurangan pa- ekonomi. Di Indonesia, pen- (* tika masyarakat membutuhkan pesan tentang profeSIOnahsme’
sokan di Bauban, Buton, dan Bu- kehadiran TNIL. modernisasi, dan kemampuan

. . Adapun prinsip Integrat- adaptasi menjadi bagian penting
Kepsek SDN 2 Baadla-B‘flubau 1.\Iurs1da Kembangkal} Gera- 5 diarahkan pada penguatan dari kesiapan institusi pertahanan
kan TANGGUH, Adaptasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kolaborasi dan sinergi den-  menghadapi perubahan tersebut.
. . . gan seluruh kompon_ep bangsa Upacara HUT ke-81 TNI di
Awal. bah cara selgolah bekerja se- Nasmnal Revolusi Mental yang untuk menjaga stabilitas kea- wilayah Kodim 1413/Buton turut
“Ketujuh huruf dalam ak- hari-hari,” ujarnya. dicanangkan pemerintah pada manan sekaligus mendukung dihadiri Wali Kota Baubau H.
ronim TANGGUH sengaja diran- Gf}erak.an7 Tlél\‘tI)'GGUH znenlz 2014. S'ecf(arla global, UNESI((IO pembangunan nasional. Pi- Vysran Fahim. S.E.. Wakil Wali
cang berpadanan langsung, satu gadaptasi cbiasaan Anak juga scjak lama menempatkan 1o Modern menuntut prajurit T W -
lawan satu, dengan ketujuh ke- Indonesia Hebat (7KAIH) pendidikan sebagai instrumen mampu mengoperasikgnj te- K.Ot?l ]?BaulbauNI[r.S WaFOc}{e Har(rll
biasaan dalam 7KAIH sehingga yang mencakup  bangun pembentukan manusia yang Knoloei dan alat peralatan per- Sina olu, MLSC., rorkopimaa
mudah diingat, mudah diajarkan, pagi, beribadah, berolahraga, tidak hanya berpengetahuan, tah g dan k p lp 1 Kota Baubau dan .Kabupaten Bq-
dan mudah diukur keberhasilan- makan sehat dan bergizi, ge- tetapi memiliki nilai, keter- 'dNanan dan xeamanan (alpal- ton, Wakil Bupati Buton, Wakil

ber lain yang sah dan tidak
mengikat. Apabila muncul
perbedaan pandangan dalam

nya,” kata Nursida. mar belajar, bermasyarakat, ampilan sosial, dan tanggung hankam) mutakhir, sedangkan Bupati Buton Tengah, Ketua TP
Konsep tersebut menjadi re- serta tidur cepat. Program jawab terhadap masyarakat. Adaptif menekankan ket_erbu- PKK Kota Baubau, serta tamu un-
spons atas kebutuhan sekolah tersebut diluncurkan Kemen- Dengan pendekatan tersebut, kaan perhadap pembq:lajaran, dangan lainnya. Peringatan terse-

untuk menerjemahkan kebija- terian Pendidikan Dasar dan Nursida menempatkan kepala inovasi, serta penyesuaian dok-
kan pendidikan nasional ke da- Menengah sebagai bagian dari sekolah tidak sekadar sebagai trin dan strategi menghadapi
lam praktik sehari-hari. Nursida Asta Cita keempat pemerintah pengelola administrasi, tetapi perubahan zaman.

menilai pendekatan yang hanya menuju Indonesia Emas 2045. scbagai penggerak perubahan Pesan tersebut juga ber-

bersifat instruktif dan seremoni- Secara  historis, perha- pembelajaran. Gerakan TANG-  |qitan dengan perkembangan
al tidak cukup untuk membentuk tian terhadap pembentukan GUH di SDN 2 Baadia dihara-

kebiasaan yang melekat pada pe- karakter melalui kebiasaan di pkan menj adi praktik baik yang

but sekaligus menjadi momentum
memperkuat hubungan TNI den-
gan pemerintah daerah dan mas-
yarakat dalam menjaga keamanan

sejarah TNI yang lahir dari flzret?aﬁlfg)d ukung pembangunan di

dinamika perjuangan memper-

serta didik. sekolah bukan hal baru. Di dapat direplikasi sekolah lain
“Transformasi pendidikan ti- Indonesia, pendidikan karak- untuk membangun kebiasaan .
dak lahir dari kebijakan semata, ter memperoleh penguatan positif peserta didik secara kon- Kantor Pertanahan BlltOIl Selatan Iklltl

tetapi dari kepemimpinan pem- dalam kebijakan ~ nasional, sisten.(*) Rapat Validasi Blanko Sertipikat Analog,

belajaran yang berani mengu- termasuk melalui Gerakan

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Perkuat
Sinergi Lintas Sektor Tangani RTLH dan Kawasan Kumuh

perkuat kepastian hukum atas pensertifikasian aset warga dapat Ketiganya saling berkaitan
tanah. Langkah tersebut dinilai berjalan lancar,” ujarnya. karena data menentukan
penting agar intervensi pemer- Penguatan koordinasi melibat- Sasaran program, sementara
intah dalam pengentasan kemi- kan seluruh tingkatan pemerin- kepastian status tanah men-
skinan dan peningkatan kualitas tahan. Hadir dalam pertemuan itu jadi salah satu prasyarat
hunian tepat sasaran. Wakil Bupati Buton Tengah Muh. penting dalam penataan
Bupati Buton Tengah Dr. Adam Basan, S.Sos., Pj. Sekda dan peningkatan kualitas
Azhari mengatakan akurasi data  Armin, Kepala Kantor Pertanahan permukiman.
dan legalitas tanah merupakan Kabupaten Buton Tengah, Kepala Azhari berharap sinergi
dua unsur penting yang harus Dinas Perumahan dan Kawasan . i}
. o : pemerintah daerah, Kan
berjalan beriringan dalam pe- Permukiman, serta seluruh camat, t
2 or Pertanahan, kecamatan,
nataan permukiman. Karena lurah, dan kepala desa se-Kabu- kelurahan. dan d : dak
itu, ia meminta Pj. Sekretaris paten Buton Tengah. clurahan, dan desa tida
Daerah Armin dan Kepala Di- Secara nasional, persoalan huni- berhen‘u p_adg rapat koordi-
nas Perumahan dan Kawasan an tidak layak dan kawasan kumuh nasi, tetapi dilanjutkan den-
Permukiman mengawal proses telah lama menjadi bagian dari &an penyelesalgn per'so'alan .
validasi data secara ketat. “Data  agenda pembangunan perkotaan di lapangan. “Slnergl lintas  Kantor Pertanahan untuk men- validasi opname fisik blanko sertipikat
yang presisi dan legalitas tanah ~ dan pengentasan kemiskinan. Pe- scktor harus diperkuat agar  yamakan langkah dalam pen- analog tetap memiliki arti penting kare-
menjadi fondasi agar intervensi merintah Indonesia memasukkan persoalan kelayakan hunian ~ catatan dan pengelolaan perse- na berkaitan dengan pengendalian doku-
pemerintah tepat sasaran,” kata peningkatan kualitas permukiman dan kepastian hukum tanah  diaan blanko sertipikat analog.  men pertanahan yang masih berada da-

Azhari dalam Rakor Pemuj[akh' Sebagai sale}h satu agenda pemba' dapat diselesaikan lebih ce- Secara hiStOI‘iS, sertipikat lam tata kelola administrasi. Data yang
iran Data RTLH, Pensertifika- ngunan, sejalan dengan Sustain- pat,” katanya. tanah di Indonesia selama pu- sesuai antara pencatatan dan kondisi
sian Tanah, dan Penanganan able Development Goals (SDGs) Dengan basis data yang luhan tahun dikelola dalam fisik menjadi salah satu unsur penting

Kawainln tKur{}u}(l}(g AulIa< Pin- gujuan 11 K'fmg mendorop%( 1kqtfa lebih akurat dan koordinasi Pentuk dokumen fisik sebelum dalam menciptakan administrasi yang
%aéla’ ti a]l; ail T © ur;lg Salil or an pfrmu 11?’1 Ezin ){)ani 111’1 . l'tSI > yang terintegrasi, Pemkab transform_a51 layanaf} pertanah' tertib dan dapat ditelusuri.
patt Buton Tengah, Selasa aman, tangguh, dan berkelanjutan. an berbasis elektronik berkem- Keikutsertaan Kantor Pertanahan

(29/9/2026). . . Secara global, agenda penyediaan bang. Perubahan itu sejalan Kabupaten Buton Selatan dalam rapat
Rakor tersebut juga diarahkan  hunian layak juga menguat sejak Penanganan RTLH dan ka- dengan kebutuhan pemerintah  tersebut menunjukkan koordinasi antara

untuk mengurai persoalan tapal ~Habitat I di Vancouver pada 1976 Wwasan kumuh dapat dilaku- meningkatkan ketertiban arsip, jaiaran Kantor Pertanahan dan Kantor
batas yang berpotensi mengham-  dan kembali ditegaskan melalui kan secara lebih terukur yeamanan dokumen, serta ak- J\Kgila ah ATR/BPN Sulawesi Tengoara
bat proses pensertifikasian tanah  New Urban Agenda pada Konfer- dan tepat sasaran. Upaya yrasi data pertanahan. Secara Y g8
masyarakat. Azhari meminta ensi Habitat III di Quito, Ekuador, itu sekaligus diarahkan un-  global, digitalisasi administrasi
kepala desa menyelesaikan per-  pada 2016. tuk meningkatkan kualitas pertanahan juga berkembang di L :
soalan batas wilayah secara Dalam konteks Buton Tengah, [ingkungan  permukiman berbagai negara sebagai bagian ~>¢“4™4 daring itu, setiap Kantor Pertana-
kondusif melalui musyawar- pendekatan tersebut diterjemah- oriq menghadirkan hunian ~dari modernisasi layanan pub- han dlharqpkan mampu .n.lemastlkan
ah. “Kendala tapal batas harus kan melalui pemutakhiran data yang layak dan bermartabat  lik dan penguatan sistem pen- data persediaan blanko sertipikat analog
diselesaikan dengan mengede- RTLH, penataan kawasan kumuh, bagi masyarakat.(*) catatan hak atas tanah. tersaji secara akurat dan dapat diper-
pankan musyawarah agar proses  dan percepatan sertifikasi tanah. ' Dalam konteks tersebut, tanggungjawabkan.(*)

Buton Tengah menargetkan

dalam memperkuat tata kelola adminis-
trasi. Melalui kegiatan yang berlangsung
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Sambut HUT Kota, Satpol PP Baubau
Ajak Pedagang Tertibkan Lapak
Kotamara

BAUBAU, BP
-Menjelang  peringa-
tan Hari Ulang Tahun
(HUT) Kota Baubau
pada 17 Oktober 2026,
Pemerintah Kota Bau-
bau mendorong pe-
nataan ruang publik
melalui  pendekatan
persuasif. Di kawasan
Kotamara, Satuan
Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) bersama
pedagang  bergotong
royong membersi-
hkan lingkungan
dan menata kembali
lapak jualan, Minggu
(4/10/2026) sore.

Kegiatan yang ber-
langsung sekitar pukul
16.00 Wita itu dipimp-
in PIt. Kepala Satpol
PP Kota Baubau Dr.
Moh. Tasdik, S.H.,
M.Si. Puluhan pemilik
gerobak ikut terlibat,
bersama Kepala Dinas
Perindustrian, Perda-
gangan, Koperasi dan
UKM Kota Baubau,

Camat Batupoaro,
serta Lurah Nganga-
naumala.

Penataan  dilaku-
kan dengan menggeser
dan merapikan posisi
gerobak serta mem-
bersihkan sampah di
sekitar area berjualan.
Pengaturan  tersebut
diarahkan agar ke-
giatan ekonomi tetap
berjalan, tetapi tidak
menghambat mobilitas
pengunjung  maupun
mengurangi  kenya-
manan pedestrian di
kawasan Kotamara.

“Petugas dan para
pedagang bahu-mem-
bahu membersihkan
sampah serta menata
posisi gerobak agar
lebih rapi dan teratur,”
ujar Moh. Tasdik da-
lam siaran pers, Ming-
gu (4/10/2026).

Menurut
penataan kawasan
tidak semata-mata
berkaitan dengan ket-
ertiban, tetapi juga up-

Tasdik,

aya membangun ruang
publik yang nyaman
bagi masyarakat. Ket-
erlibatan  pedagang
menjadi penting kare-
na keberlanjutan ke-
bersihan dan kerapian
kawasan tidak dapat
hanya bergantung pada
petugas pemerintah.
“Para pedagang
kami imbau terus
menjaga  kebersihan
dan ketertiban lapak-
nya secara mandiri,”
katanya. Dengan pola
tersebut, Kotamara
diharapkan tetap men-
jadi ruang publik seka-
ligus sentra ekonomi
lokal yang dapat digu-
nakan masyarakat se-
cara nyaman.
Penataan ruang
publik menjelang per-
ayaan hari jadi kota
memiliki konteks yang
lebih luas. Secara his-
toris, perkembangan
kota-kota di Indone-
sia tidak terlepas dari
keberadaan ruang

publik dan  kawasan

perdagangan sebagai
tempat interaksi so-

sial serta penggerak
ekonomi masyarakat.
Secara internasional,
konsep public space
juga berkembang se-
bagai bagian penting
tata kota modern, yang
menempatkan  akses,
kebersihan, kenya-
manan, dan Kketera-
turan sebagai unsur
pendukung  aktivitas
warga.

Bagi Pemkot Bau-
bau, pembenahan Ko-
tamara menjadi bagian
dari upaya menghad-
irkan wajah kota yang
bersih, tertib, dan nya-
man menjelang pun-
cak perayaan HUT
Kota Baubau. Penata-
an tersebut sekaligus
diharapkan  mening-
katkan daya tarik ka-
wasan, tanpa mengesa-
mpingkan keberadaan
pedagang sebagai
bagian dari aktivitas
ekonomi lokal.(*)

HUT Baubau, Job Fair 2026 Hadirkan Peluang Kerja
dan Layanan Cek Bansos di1 Kotamara

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
membuka ruang baru
bagi masyarakat un-
tuk mengakses kesem-
patan kerja sekaligus
memperoleh layanan
sosial melalui Job Fair
Kota Baubau 2026.
Kegiatan yang men-
jadi bagian dari rang-
kaian peringatan Hari
Ulang Tahun (HUT)
Kota Baubau itu akan
dipusatkan di Lapan-
gan Takraw Kotamara
pada 12-15 Oktober
2026.

Bursa kerja tersebut
diselenggarakan  Di-
nas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Baubau

dengan  mengusung
tema “Temukan Pel-
uangmu, Raih Masa
Depanmu!”.  Selama
empat hari pelak-
sanaan,  masyarakat
dapat  mengunjungi

lokasi kegiatan mulai
pukul 09.00 hingga
16.00 WITA.

Kepala Dinas So-
sial dan Tenaga Kerja
Kota Baubau, Dra. Hj.
Sitti  Amalia Abibu,
M.Si., mengatakan Job
Fair dirancang sebagai
sarana mempertemu-

kan pencari kerja den-
gan perusahaan yang
membutuhkan  tena-
ga kerja. Pertemuan
langsung itu dihara-
pkan memperpendek
akses masyarakat ter-
hadap informasi dan
proses rekrutmen.
“Melalui  kegiatan
ini, Pemkot Baubau
berharap dapat mem-
perluas  penyerapan
tenaga kerja lokal
demi mendorong ter-
wujudnya Kota Bau-
bau yang lebih maju,
sejahtera, dan berbu-
daya,” kata Sitti Ama-
lia dalam siaran pers,
Senin (5/10/2026).
Selain bursa lowon-
gan kerja, pemerintah
kota menyiapkan stan
pelayanan publik un-
tuk pengecekan ban-
tuan sosial. Layanan
tersebut memanfaat-
kan Aplikasi Perlind-
ungan Sosial yang
terintegrasi  dengan
Identitas Kependudu-
kan Digital (IKD).
Kehadiran layanan
sosial dalam satu loka-
si membuat kegiatan
tidak hanya ditujukan
bagi warga yang se-
dang mencari peker-
jaan. Masyarakat juga

dapat memanfaatkan
momentum  tersebut
untuk memperoleh
informasi  mengenai
status bantuan sosial
melalui layanan yang
disediakan  pemerin-
tah.

Sitti Amalia
mengimbau  pencari
kerja datang dengan
persiapan  adminis-
trasi yang memadai.
Dokumen  lamaran,
termasuk persyaratan
yang dibutuhkan pe-
rusahaan, perlu di-
siapkan agar kesempa-
tan mengikuti proses
rekrutmen dapat di-
manfaatkan secara
maksimal.

“Para pencari ker-
ja kami imbau mem-
persiapkan  dokumen
lamaran terbaik dan
memanfaatkan ~ mo-
mentum ini  untuk
memperluas akses
karier,” ujarnya.

Secara historis,
bursa kerja merupakan
salah satu instrumen
yang berkembang sei-
ring perubahan pasar
tenaga kerja. Di Indo-
nesia, pemerintah dan
dunia usaha sejak lama
menggunakan pamer-
an kerja sebagai sarana

mempertemukan pen-
cari kerja dan pemberi
kerja secara langsung,
terutama ketika infor-
masi lowongan belum
mudah diakses melalui
platform digital.
Perkembangan
tersebut kemudian me-
masuki fase baru pada
era digital. Jika sebel-
umnya pencari kerja
banyak mengandalkan
pengumuman dan per-
temuan fisik, proses

pencarian  pekerjaan
kini juga berlangsung
melalui platform

daring. Namun, per-
temuan langsung da-
lam bentuk Job Fair
tetap memiliki fungsi
penting karena me-
mungkinkan pencari
kerja memperoleh in-
formasi, berkomuni-
kasi dengan perekrut,
dan mengikuti pros-
es seleksi dalam satu
rangkaian kegiatan.
Fenomena serupa
berkembang  secara
global. Pameran karier
dan rekrutmen terbu-
ka di berbagai negara
menjadi bagian dari
strategi mempertemu-
kan kebutuhan tena-
ga kerja perusahaan
dengan keterampilan
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Disiplin ASN Diperketat, Sekda Baubau
Terapkan Kebu akan Zero Tolerans1

‘”‘i

Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah
Kota Baubau mempertegas pen-
egakan disiplin aparatur sipil
negara (ASN) dengan menerap-
kan kebijakan zero tolerance ter-
hadap pelanggaran. Pimpinan or-
ganisasi perangkat daerah (OPD)
diminta tidak membiarkan ASN
mangkir atau mengabaikan ke-
wajiban kedinasan tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawab-
kan.

Penegasan tersebut disam-
paikan Sekretaris Daerah (Sek-
da) Kota Baubau La Ode Darus
Salam saat memimpin apel pagi
ASN di pelataran Kantor Wali
Kota Baubau, Palagimata, Senin
(5/10/2026). la meminta pen-
gawasan terhadap kedisiplinan
aparatur dilakukan secara leb-
th konsisten di masing-masing
OPD.

“Zero toleransi artinya tidak
ada toleransi terhadap pihak
yang melakukan kesalahan, ti-
dak disiplin, tidak masuk kantor
tanpa alasan yang jelas,” kata La
Ode Darus Salam dalam arahan-
nya.

Menurut dia, pengawasan
tidak cukup hanya dilakukan
secara  administratif.  Setiap
pimpinan OPD  bertanggung
jawab memastikan bawahannya
menjalankan kewajiban sebagai
aparatur negara. Apabila ditemu-
kan pelanggaran, penanganannya
harus dilakukan sesuai ketentuan
dan melalui mekanisme pembe-
rian sanksi secara berjenjang.

Penekanan terhadap disiplin
ASN  tersebut sejalan dengan
kerangka kepegawaian nasion-
al yang selama ini menempat-
kan kepatuhan aparatur sebagai
bagian penting dari tata kelola
pemerintahan. Pemerintah sebel-
umnya menerbitkan PP Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS dan kemudian memperba-
ruinya melalui PP Nomor 94 Ta-
hun 2021 tentang Disiplin PNS
yang mengatur kewajiban, laran-
gan, serta hukuman disiplin.

Dalam perkembangan admin-
istrasi pemerintahan modern,
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prinsip disiplin aparatur juga berkaitan
dengan gagasan profesionalisme bi-
rokrasi. Model birokrasi modern yang
berkembang sejak awal abad ke-20 me-
nekankan aturan, pembagian kewenan-
gan, serta kepatuhan terhadap prosedur
sebagai unsur penting dalam penyeleng-
garaan pemerintahan. Prinsip serupa
kemudian berkembang di berbagai neg-
ara dalam upaya membangun pelayanan
publik yang profesional dan akuntabel.

La Ode Darus Salam mengatakan ke-
bijakan penegakan disiplin tersebut juga
menjadi salah satu hal yang telah diba-
has dalam koordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena
itu, ia meminta pimpinan OPD member-
ikan perhatian serius terhadap kehadiran
dan kepatuhan ASN terhadap aturan ke-
dinasan.

Selain persoalan disiplin, Sekda
mengingatkan seluruh OPD segera
menindaklanjuti surat Wali Kota Bau-
bau mengenai rangkaian peringatan
Hari Jadi Kota Baubau ke-485 dan 25
tahun sebagai daerah otonom. Salah
satu yang ditekankan ialah kepatuhan
terhadap ketentuan penggunaan atribut
pakaian selama rangkaian kegiatan ber-
langsung.

“Yang belum menyesuaikan sesuai
dengan isi surat, segera menyesuaikan,
terutama atribut pakaian yang kita ke-
nakan. Hargai setiap surat yang disam-
paikan kepada kita semua,” ujarnya.

Persiapan kegiatan juga menjadi
perhatian. Para ketua seksi dan panitia
diminta kembali mengevaluasi kesia-
pan masing-masing, khususnya seksi
karnaval budaya dan Bubu Siana Lipu.
Evaluasi mencakup kebutuhan sarana,
pemanfaatan lokasi, hingga kepastian
waktu pelaksanaan agar setiap rang-
kaian kegiatan dapat dipersiapkan se-
cara terukur.

Pada kesempatan yang sama, seluruh
OPD diminta meningkatkan partisipasi
dalam kegiatan pengecatan trotoar se-
bagai bagian dari persiapan menyam-
but Hari Jadi Kota Baubau. Kegiatan
tersebut telah disampaikan melalui surat
Dinas Lingkungan Hidup, tetapi hingga
apel berlangsung baru sebagian OPD
yang terlihat aktif melaksanakannya.
Pemerintah kota karena itu meminta
seluruh perangkat daerah segera menye-
suaikan dan mengambil bagian sesuai
pembagian tugas.(*)

TANR

12-15

OKTOBER 2026

pencari kerja. Perubahan teknolo-
gl memang menggeser cara per-
ekrutan, tetapi kebutuhan terhadap

mekanisme yang mempertemukan

kedua pihak secara langsung tetap
bertahan.

Dengan pelaksanaan Job Fair

12-15 Oktober 2026 tersebut, Pem-

kot Baubau berharap masyarakat

09.00 - 16,00
WITA

Pastikan Anda Terdaftar
Sebagai Penerima Bantuan Sosial

LAYANAN YANG DAPAT DIAKSES :

G Cek status penerima bansos

tidak sekadar memperoleh informasi
lowongan, tetapi mampu mengubah
peluang tersebut menjadi kesempa-
tan kerja. Pemerintah juga mengajak
masyarakat memanfaatkan stan cek
bantuan sosial sehingga rangkaian
kegiatan HUT Kota Baubau dapat
memberikan manfaat ekonomi dan
sosial secara bersamaan.(*)



